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 Abstrak:  

Latar Belakang: Dalam Putusan PN. Medan Nomor 

210/Pdt.Bth/2017/PN.Mdn, terdapat adanya pihak tereksekusi yang 

melakukan peralihan tanah objek eksekusi kepada pihak ketiga menjelang 

tanah objek eksekusi akan diletakkan sita eksekusi oleh pengadilan. 

Peralihan tanah objek eksekusi dilaksanakan melalui Akta PPJB. Pihak 

ketiga selaku pembeli tanah objek eksekusi melakukan perlawanan 

terhadap sita eksekusi yang diletakkan oleh pengadilan atas tanah yang 

dibelinya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pelaksanaan sita eksekusi dalam kaitannya dengan kepastian 

identitas objek yang akan dieksekusi. Bagaimana upaya hukum pihak 

ketiga terhadap penetapan sita eksekusi oleh pengadilan dan bagaimana 

pertimbangan hukum hakim terhadap keabsahan sita eksekusi oleh 

pengadilan atas objek eksekusi yang telah beralih kepada pihak ketiga 

(Studi Putusan PN Medan Nomor 210/Pdt.Bth/2017/PN Mdn) 

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif 

dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan 

kasus (case approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka 

(library research Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis normatif-kualitatif.  

Hasil Penelitian: Hasilnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sita 

eksekusi dalam kaitannya terhadap kepastian identitas objek yang akan 

dieksekusi adalah memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan 

eksekusi. Artinya, objek eksekusi telah dilakukan pemeriksaan dan 

penelitian oleh juru sita sebelum dilakukan eksekusi sehingga objek 

eksekusi tidak “error in objecto”. Upaya hukum pihak ketiga terhadap sita 

eksekusi oleh pengadilan adalah dengan mengajukan gugatan perlawanan 

dari pihak ketiga atau derden verzet.  Majelis hakim telah tepat 

menyatakan sah dan mengikat sita eksekusi yang dilaksanakan Jurusita 

Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sesuai 

Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) nomor: 

46/Eks.2015/221/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 18 April 2017.  

Kesimpulan:  sebaiknya penyitaan yang dilakukan oleh juru sita atau juru 

sita pengganti selain didampingi oleh dua orang saksi juga selalu 

didampingi oleh aparatur pemerintahan setemapat (lurah/kepala desa). 

Sebaiknya pihak ketiga yang mengajukan gugatan adalah pihak ketiga 

yang secara nyata dirugikan dan berdasarkan hak milik yang diperolehnya 

dengan benar sesuai ketentuan undang undang. Sebaiknya putusan ini 

dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menghadapi upaya menghalang-

halangi eksekusi melalui gugatan pihak ketiga.  

 

Kata kunci: Sita, Sita Eksekusi, Perlawanan Pihak Ketiga. 
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Pendahuluan 
Pada dasarnya penyitaan dalam hukum acara perdata merupakan tindakan persiapan yang 

bertujuan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan Pengadilan atas suatu sengketa perdata.
1
 

Sengketa merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda 

tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
2
 

Sedangkan putusan pengadilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang 

dihadapkan para pihak kepadanya.
3
  

Dalam ketentuan Pasal 227 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) menjelaskan, penggugat dapat 

meminta agar diletakkan sita terhadap harta kekayaan Tergugat atas penyitaan itu. Barang yang telah 

dijatuhkan sita, maka pihak Tergugat tidak boleh melakukan perbuatan hukum, seperti mengalihkannya.
4
 

Dengan adanya perintah penyitaan atas harta tergugat atas harta sengketa, secara hukum telah terjamin 

keutuhan keberadaan barang yang disita misalnya di dalam contoh surat gugatan perkara harta bersama 

dalam perkara warisan pada bagian penyitaan biasanya dimohonkan kepada hakim agar dilakukan sita 

jaminan terhadap barang-barang yang disengketakan.
5
 Jadi,  penyitaan bertujuan agar tergugat tidak 

memindahkan atau membebankan harta benda yang telah disita kepada pihak ketiga agar benda sitaan 

tersebut tetap untuk selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara tersebut memperoleh 

putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi). 

Eksekusi menurut R.Subekti merupakan pelaksanaan putusan yang mengandung arti bahwa pihak 

yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan 

kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.
6
 Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata 

menyatakan bahwa “Eksekusi adalah tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan 

tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela”.
7
 Sedangkan M.Yahya Harahap, menyatakan “eksekusi 

sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, 

merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada 

lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses Hukum Acara Perdata. Eksekusi 

merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung 

dalam HIR/RBG”.
8
 

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi berarti menguangkan bagian tertentu dari harta 

kekayaan pihak yang dikalahkan atau debitur yang dengan tujuan untuk memenuhi putusan guna 

kepentingan pihak yang dimenangkan atau kreditur.
9
 Ketentuan Pasal 197 HIR mewajibkan dilakukan sita 

sebelum pelaksanaan putusan (eksekusi) sebagai bagian dari pelaksanaan tata tertib beracara. Jika tempo 

yang diberikan oleh ketua pengadilan sudah lewat dan pemenuhan surat keputusan belum juga 

dilaksanakan, maka oleh karena jabatannya, ketua memberi perintah dengan surat supaya dilakukan 

penyitaan atas barang-barang yang tidak tetap milik orang yang kalah.
10

  

Penyitaaan yang sudah diambang pintu pelaksanaan putusan disebut sita eksekusi. Eksekusi suatu 

putusan perdata dimulai dengan sita eksekusi kecuali apabila sebelumnya telah diadakan sita conservatoir, 

                                                           
1Anita Afriana dan Abdul Harun Lamo, Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Tanpa Didasari Diktum Putusan Akhir yang 

Mengabulkan Sita Jaminan (Analisis terhadap Perkara Nomor 332/ PDT.G/2016/PN.JKT.SEL), Jurnal Hukum Acara Perdata, 

Adhaper, Vol 6, No. 1, Januari-Juni 2020, h.4  
2Ali Achmad Chomzah,  Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV 

Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, h. 14 
3Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.235  
4Pasal 227 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) 
5Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000, h. 57  
6Mochammad Djais, Pikiran Dasar Hukum Eksekusi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000, h 12 
7Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata,  Hukum  Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik, Mandar Maju, 

Bandung,1989, h. 130 
8M.Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika,2017, Jakarta, h. 1 
9Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003,  h. 257  
10Penjelasan Pasal 197 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) 
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maka sita conservatoir ini setelah putusan dijatuhkan memperoleh titel executorial.
11

 Tujuan pokok sita 

eksekusi ialah “perampasan langsung harta kekayaan tergugat untuk segera dijual lelang atau 

diexecutorial veerkoop memenuhi pelaksanaan putusan”.
12

 Sita eksekusi baru dapat baru dapat di 

efektifkan fungsinya, terhitung sejak saat putusan dapat dieksekusi atau ketika putusan sudah memperoleh 

kekutan hukum yang tetap. Jadi sita eksekusi adalah sita yang tidak terpakai selama perkara masih dalam 

proses pemeriksaan.
13

  

Menurut Sudikno Mertokusumo, sita eksekusi merupakan “suatu penyitaan yang didasarkan atas 

titel eksekutorial.”
14

 Menurut M. Yahya Harahap, sita eksekusi merupakan tahapan selanjutnya setelah 

disampaikannya peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang.
15

 Sita eksekusi bermakna 

sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang yang diperoleh setelah barang yang disita dijual lelang. 

Sehingga dapat dipahami bahwa sita eksekusi dilakukan pada tahap proses perkara yang bersangkutan 

telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan penyitaan dilakukan pada tahap proses 

eksekusi.
16

  

Dalam Pasal 199 ayat (1) HIR, menjelaskan larangan bagi pihak yang tereksekusi memindahkan 

atau membebani atau menyewakan barang yang disita terhitung mulai jam, hari, bulan dan tahun berita-

acara penyitaan itu dimaklumkan pada umum.
17

 Namun dalam Putusan PN Medan Nomor 

210/Pdt.Bth/2017/PN Mdn, peneliti menemukan adanya pihak tereksekusi yang melakukan peralihan 

tanah objek eksekusi kepada pihak ketiga meskipun atas tanah objek eksekusi tersebut telah diletakkan 

sita oleh Pengadilan Negeri Medan. 

Para pihak dalam perkara ini adalah Rustam Effendi selaku pembeli tanah objek sita eksekusi 

(Pelawan) melawan Usman dahulu bernama Lau Tjin Khiong selaku pemohon sita eksekusi (Terlawan I), 

Aldo Alynius Thanadi selaku penjual tanah objek sita eksekusi kepada Pelawan (Terlawan II/Termohon 

Eksekusi), Drs. Sugisno, SH, Notaris di Medan, selaku Turut Terlawan I, Adi Pinem, SH, Notaris di 

Medan, selaku Turut Terlawan II.  

Pokok permasalahan gugatan perlawanan Pelawan adalah pelawan merasa dirugikan atas 

terbitnya penetapan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan terhadap sebidang tanah yang dimiliki 

Pelawan. Pelawan membeli bidang tanah tersebut dari Terlawan II (Termohon Eksekusi). Pada tanggal 10 

Maret 2017 Terlawan II (Termohon Eksekusi) selaku penjual, mengalihkan 4 bidang tanah miliknya 

kepada Pelawan selaku pembeli, berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli No. 11 dibuat/dihadapan Try Yanti 

Putri, Notaris di Medan. Ternyata, satu dari empat bidang tanah yang dibeli Pelawan dari Terlawan II 

(Termohon Eksekusi) merupakan objek eksekusi yang telah dilakukan sita eksekusi oleh Juru sita 

Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 46/Eks.2015/221/Pdt.G/2011/PN.Mdn 

tanggal 18 April 2017. 

STUDI LITERATUR 

Prinsip dasar teori yang dikutip dalam penelitian ini berpedoman pada objek penelitian yang 

diteliti, hal ini dilakukan agar penggunaan teori dalam landasan berfikir akan tetap sesuai dengan judul 

yang ditentukan. Pengutipan teori dalam penyusunan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah. 

Dalam membahasa rumusan masalah peneleitian ini digunakan beberapa teori sebagaimana dikemukakan 

berikut ini: 

 

a. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum 

tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik dan benar. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya 

                                                           
11Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 216  
12M. Yahya Harahap, Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag, Pustaka, Jakarta, h. 15  
13Ibid  
14Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia ,Op.cit,  h. 216  
15M.Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang, Op.cit, h. 67  
16Ibid, h. 68-69  
17Pasal 199 ayat (1) HIR  
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pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, 

sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum 

berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
18

 

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang 

oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum 

yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
19

 Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal 

mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, 

artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada 

fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas 

sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum 

positif tidak boleh mudah diubah.
20

 

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat 

umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua 

berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat 

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap 

individu.
21

 

Kepastian hukum menurut Bachsan Mustafa, adalah hukum administrasi negara positif harus 

dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk, dalam hal ini kepastian hukum dapat 

berarti sebagai berikut: 

1. Pasti mengenai kepastian hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.  

2. Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek hukum dan objek hukumnya dalam pelaksanaan 

peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara.  

3. Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (eigenrichting) dari pihak manapun 

mauapun dari pemerintah.22 

 

Kelima syarat tersebut diatas menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi 

hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian 

hukum adalah hukum yang lahir dan mencerminkan budaya masyarakat.
23

 Kepastian hukum yang seperti 

inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (realistic legal certainly), yaitu 

mensyaratkan adanya keharmonisan antar negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem 

hukum.  

Teori kepastian hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk 

menjawab rumusan masalah pertama penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan sita eksekusi dalam 

kaitannya dengan kepastian identitas objek yang akan dieksekusi dan rumusan masalah penelitian yang 

kedua yaitu bagaimana upaya hukum pihak ketiga terhadap sita eksekusi oleh pengadilan.  Alasan teori 

kepastian hukum digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah karena tindakan hukum 

dalam sita eksekusi dan upaya hukum pihak ketiga merupakan bagian dari rangkaian proses pemeriksan 

perkara yang diatur secara ketat formalitasnya oleh hukum acara. Oleh karenanya setiap tindakan dalam 

sita eksekusi dan upaya hukum pihak ketiga yang menjadi rumusan permasalahan pertama dan kedua 

penelitian wajib dilaksankan sesuai rumusan peraturan perundang-undangan.  

 

b. Teori Keadilan 

                                                           
18Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Op.cit, h. 160 
19Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, h. 38 
20Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, 

Bandung, 2008, h. 20 
21Ibid, hal. 137 
22Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 53 
23Ali Achmad Chomzah, Op.cit, h.14 
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Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan, pernyataan yang ditujukan untuk 

pengelompokan sosial tersebut sepenuhnya benar, yang sepenuhnya mencapai tujuannya dengan 

memuaskan semua. Rindu akan keadilan, yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi 

manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukannya sebagai seorang individu dan karenanya 

mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan. 

Kata keadilan tentu saja juga digunakan dalam pengertian hukum, dari segi kecocokan dengan 

hukum positif, terutama kecocokan dengan undang-undang. Jika sebuah norma umum diterapkan pada 

satu kasus tetapi tidak diterapkan pada kasus sejenis yang muncul, akan dikatakan tidak adil. 

Ketidakadilan tersebut terlepas dari beberapa pertimbangan nilai norma umum itu sendiri. Menurut 

pemakaian kata-kata ini, menganggap sesuatu adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan 

sebuah norma, adil hanya kata lain dari benar. 

Aristoteles dalam bukunya Rhetorica mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki 

keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang di 

katakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.
24

 

 

METODE PENELITIAN 

Sehubungan dengan penelitian yakni penelitian hukum normatif maka sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang diperoleh dari bahan penelitian yang berupa 

bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum 

terseier. Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu teknik 

pengumpulan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data tersebut dapat dipakai secara 

bersamaan ataupun sendiri-sendiri.
25

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan studi kepustakaan (Library Research), yaitu dilakukan untuk mengumpulkan data skunder 

melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar 

hukum, dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.
26

 Alat pengumpulan data yang digunakan 

yaitu studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, 

mengidentifikasi, dan menganalisa data primer.
27

 

 

HASIL 

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, menolak gugatan perlawanan pelawan. Adapun 

yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan adalah 

sebagai berikut: 

1. Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara perlawanan pihak 

ketiga ini adalah mengenai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan nomor 

46/Eks/2015/221/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 06 April 2017 yang telah dilaksanakan sita 

eksekusinya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 yang 

mana menurut Pelawan objek yang disita tersebut adalah milik Pelawan yang telah Pelawan beli dari 

Terlawan II sesuai akta perikatan untuk melakukan jual beli nomor 11 tanggal 10 Maret 2017 yang 

dibuat dihadapan Try Yanty Putri, Sarjana Hukum, Notaris Kota Medan. Hal ini lantas, menimbulkan 

pertanyaan Majelis sebagai dasar konstruksi hukum dalam memutus perkara ini yaitu apakah benar 

objek yang telah dilakukan sita eksekusi tersebut benar milik Pelawan yang diperoleh dengan itikad 

baik.
28

 

2. Majelis hakim menyatakan, pelaksanaan sita eksekusi telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri 

Medan pada tanggal 18 April 2017 berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan nomor 

                                                           
24 Muhammad Sukri, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, h. 315. 
25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, Op.cit, h. 21 
26 Riduan, Metode & Teknik Menyusun Tesis, Bina Cipta, Bandung, 2004, h. 97 
27 Burhan Ashshofa,  Op.Cit, h. 76 
28Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 210/Pdt.Bth/2017/PN Medan, h. 12 
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46/Eks/2015/221/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 06 April 2017 salah satunya guna memenuhi point 3 

(tiga) putusan Mahkamah Agung RI nomor 188 K/Pdt/2013 tanggal 20 November 2013, yaitu 

Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.1.272.000.000.- 

(satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) atas tindakan Tergugat I mendirikan 8 (delapan) 

pintu ruko atas diatas tanah-tanah milik Penggugat yang telah bersertipikat HGB tersebut dengan 

menghilangkan bangunan-bangunan milik Penggugat yang terdapat diatas tanah-tanah bersertipikat 

HGB tersebut dengan cara membongkarnya 

3. Majelis hakim menyatakan, atas putusan Mahkamah Agung RI nomor 188 K/Pdt/2013 tanggal 20 

November 2013 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor 443 PK/Pdt/2015 

tanggal 30 November 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor120/PDT/2012/PT-MDN 

tanggal 07 Juni 2012 jo putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 221/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 

25 Agustus 2011 tersebut telah diberitahukan kepada Usman d/h Lau Tjin Khiong semula 

Penggugat/Terbanding/Pembanding/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II selaku Pemohon 

Eksekusi dan Aldo Alynus Thanadi semula Tergugat I/Pembanding/Terbanding/Pemohon Kasasi 

I/Termohon Kasasi II selaku Termohon Eksekusi serta telah dilakukan teguran (aanmaning) oleh 

Ketua Pengadilan Negeri Medan.  

4. Majelis berpendapat, Terlawan II selaku Termohon Eksekusi tidak juga melaksanakan kewajibannya 

walaupun telah diakukan teguran (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan untuk memenuhi point 3 (tiga) 

putusan Mahkamah Agung RI nomor 188 K/Pdt/2013 tanggal 20 November 2013 jo putusan 

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor 443 PK/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015 jo 

putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 120/PDT/2012/PT-MDN tanggal 07 Juni 2012 jo putusan 

Pengadilan Negeri Medan nomor 221/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 25 Agustus 2011 dan malahan 

membuat perikatan untuk melakukan jual beli dengan Pelawan atas 4 (empat) bidang tanah miliknya 

yang salah satunya adalah objek sita eksekusi tersebut. 

5. Majelis hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 2 (dua) akta perikatan untuk melakukan jual beli 

nomor 11 tanggal 10 Maret 2017 antara Terlawan II (Termohon eksekusi) dengan Pelawan, telah 

ditentukan harga jual beli 4 (empat) bidang tanah milik Terlawan II (Termohon eksekusi) adalah 

sebesar Rp. 23.000.000.000.- (dua puluh tiga milyar rupiah) jumlah uang mana telah dibayar lunas 

oleh Pihak Kedua (dalam hal ini Pelawan) kepada Pihak Pertama (dalam hal ini Terlawan II) sebelum 

akte tersebut ditandatangani. 

6. Majelis hakim berpendapat, Terlawan II (Termohon Eksekusi) yang telah menjual keempat bidang 

tanah miliknya tersebut kepada Pelawan seharga Rp.23.000.000.000.- (dua puluh tiga milyar rupiah ) 

berarti Terlawan II (Termohon Eksekusi) mempunyai uang untuk melakukan pembayaran uang 

sebesar Rp.1.272.000.000.- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Terlawan I 

selaku pemohon eksekusi guna memenuhi point 3 (tiga) putusan Mahkamah Agung RI nomor 188 

K/Pdt/2013 tanggal 20 November 2013 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor 

443 PK/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 

120/PDT/2012/PT-MDN tanggal 07 Juni 2012 jo putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 

221/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 25 Agustus 2011, namun kenyataannya Terlawan II ( Termohon 

Eksekusi ) tidak melakukan kewajibannya tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan 

Terlawan II (Termohon Eksekusi) mengalihkan tanah-tanah miliknya tersebut semata-mata dengan 

maksud untuk menghindari agar tanah-tanah miliknya tersebut terbebas dari pelaksanaan sita 

eksekusi, perbuatan yang demikian menurut Majelis adalah perbuatan yang tidak beritikad baik. 

7. Majelis hakim berpendapat, Terlawan II (Termohon Eksekusi) dalam mengalihkan tanah-tanah 

miliknya tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik dan semata-mata dengan maksud agar terbebas 

dari pelaksanaan sita eksekusi, maka peralihan hak yang demkian tidak dapat dibenarkan, apalagi 

Terlawan II (Termohon Eksekusi) setelah menerima pembayaran atas tanahnya tersebut tidak 

melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran uang sebesar Rp.1.272.000.000.- (satu 

milyar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Terlawan I selaku pemohon eksekusi guna 
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memenuhi point 3 (tiga) putusan Mahkamah Agung RI nomr 188 K/Pdt/2013 tanggal 20 November 

2013 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor 443 PK/Pdt/2015 tanggal 30 

November 2015 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 120/PDT/2012/PT-MDN tanggal 07 

Juni 2012 jo putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 221/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 25 Agustus 

2011 

8. Majelis hakim berpendapat, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perikatan untuk 

melakukan jual beli nomor 11 tanggal 10 Maret 2017 dibuat dengan itikat tidak baik, maka dengan 

demikian Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik 

9. Majelis hakim menyatakan, apabila Pelawan merasa dirugikan atas sita eksekusi yang dilaksanakan 

Jurusita Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 April 2017, Pelawan dapat mengajukan gugatan 

terhadap terlawan II (termohon eksekusi) selaku penjual. Oleh karena Pelawan dinyatakan Pelawan 

yang tidak beritikad baik, maka Pelawan dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam 

perkara ini. 

10. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim memutuskan: 

1.  Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik 

2.  Menyatakan sah dan mengikat sita eksekusi yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri 

Medan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial 

Beslag) nomor 46/Eks.2015/221/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 18 April 2017 

3.  Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 

1.886.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)  

 

PEMBAHASAN 

 Menurut Maria Kaban, sengketa adalah “perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih 

yang terakumulasi hingga para pihak yang tidak terlibat dalam perselisihan tersebut mengetahui akan 

adanya sengketa tersebut”.
29

 Sengketa hak milik antara pelawan (pihak ketiga pembeli objek eksekusi) 

dengan para Terlawan bermula dari terbitnya Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 

46/Eks/2015/221/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 06 April 2017 yang telah dilaksanakan sita eksekusinya 

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 yang mana menurut 

Pelawan (pihak ketiga pembeli objek eksekusi) objek yang disita tersebut adalah miliknya yang telah 

Pelawan beli dari Terlawan II (Termohon eksekusi), sesuai akta perikatan untuk melakukan jual beli 

nomor 11 tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Try Yanty Putri.
30

 

Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indanesia memberikan kesempatan kepada pihak ketiga 

yang mengajukan  gugat  perlawanan (derden verzet)  dengan dalil “hak milik”, adalah 

dimaksudkan  untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang dimaksud membuktikan kebenaran 

dalil “hak miliknya” di persidangan. Artinya, apabila alas hak milik pihak ketiga itu “lebih unggul” dari 

pada alas hak yang dimenangkan dalam suatu putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (In 

kracht van gewijsde), tentu  putusan yang terdahulu itu dibatalkan dan tidak berkekuatan 

hukum,  sehingga  eksekusi harus dihentikan (non eksekutabel).
31

 

Pelawan (pihak ketiga pembeli objek eksekusi) merasa dirugikan karena hak milik atas tanah 

yang diperolehnya dari Terlawan II (Termohon eksekusi) menjadi objek sita eksekusi dalam perkara 

antara Terlawan II (Termohon eksekusi) dengan Terlawan I (Pemohon eksekusi) padahal Terlawan II 

(Termohon eksekusi) telah membayar lunas harga jual beli objek eksekusi SHM No. 3263 atas nama Aldo 

                                                           
29Maria Kaban,  Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 28 

Nomor 3, Oktober 2016, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016, h.455 
30  
31Oloan Sirait, Sekilas Rahasia Pemahaman Dalam Rangka Menjalankan Putusan Hakim (Eksekusi) Dalam Perkara Perdata, 

(https://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=385:oloan1&catid=101:kumpulan-

artikel&Itemid=101, diakses 5 Maret 2022)  

 

https://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=385:oloan1&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101
https://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=385:oloan1&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101
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Alynius Thanadi yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Darat-I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, 

Propinsi Sumatera Utara, kepada terlawan II (Termohon eksekusi).  

Pelawan (pihak ketiga pembeli objek eksekusi) lantas mengajukan gugatan pihak ketiga (derden 

verzet) kepada para Terlawan dengan petitum yang berisi permohonan pembatalan sita eksekusi yang 

dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sesuai Berita 

Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) nomor 46/Eks.2015/221/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 18 April 

2017. 

Majelis hakim Pegadilan Negeri Medan berpendapat perikatan untuk melakukan jual beli nomor 

11 tanggal 10 Maret 2017 dibuat dengan itikat tidak baik, maka dengan demikian Pelawan adalah 

Pelawan yang tidak beritikad baik. Selanjutnya, Majelis hakim menyatakan, apabila Pelawan merasa 

dirugikan atas sita eksekusi yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 April 2017, 

Pelawan dapat mengajukan gugatan terhadap terlawan II (termohon eksekusi) selaku penjual. 

 Sita eksekusi merupakan sita jaminan tehadap barang milik debitur atau tergugat. Sita eksekusi 

merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada pengadilan, yaitu 

berupa penjaminan agar dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekukan barang milik 

tergugat. Barang yang dibekukan tersebut nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan putusan 

pengadilan.
32

 Sita eksekusi merupakan “tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah 

dalam perkara. Biasanya tindakan sita eksekusi baru dilaksanakan setelah pihak tergugat dinyatakan kalah 

dalam proses persidangan, dan kemudian kedudukan tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi.”
33

 

Sita eksekusi mengandung makna sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang yang diperoleh 

pemohon sita eksekusi setelah barang yang disita dijual lelang.
34

 Dengan demikian dapat dipahami bahwa 

sita eksekusi dilakukan pada tahap proses perkara yang bersangkutan telah mempunyai putusan yang 

berkekuatan hukum tetap dan penyitaan dilakukan pada tahap proses eksekusi. Dari beberapa pengertian 

sita eksekusi tersebut, dapat dikatakan sita eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah 

suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sita eksekusi 

dimaksudkan sebagai penjaminan atas sejumlah uang yang harus dibayarkan termohon/debitur kepada 

pihak pemohon (kreditor/Bank). Cara untuk melunasi pembayaran jumlah uang tersebut, adalah dengan 

cara menjual lelang harta kekayaan termohon yang telah disita. 

Dalam Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor: 210/Pdt.Bth/2017/Pn Mdn) yang menjadi 

subjek penelitan ini, jenis sita eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan adalah sita eksekusi yang tidak 

langsung, yaitu sita eksekusi yang tidak langsung diletakkan pada barang milik tereksekusi yang berbeda 

dengan sita eksekusi langsung yang berasal dari grosse akta. Sita eksekusi tidak langsung berasal dari sita 

jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam rangka eksekusi secara otomatis berubah menjadi 

sita eksekusi. 

 Ketua pengadilan karena jabatannya akan mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi atas permohonan 

pemohon eksekusi terhadap barang milik termohon eksekusi setelah melampaui jangka waktu jangka 

waktu 8 hari setelah aanmaning termohon tetap tidak menjalankan putusan secara sukarela.
35Aanmaning 

adalah upaya Ketua PN menegur pihak yang dikalahkan agar ia melaksanakan putusan secara sukarela. 

Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 210/Pdt.Bth/2017/Pn Mdn, Majelis hakim menyatakan 

Pengadilan Negeri Medan telah melaksanakan prosedur eksekusi yaitu dengan memberikan aanmaning 

kepada Terlawan II (termohon eksekusi) dengan jangka waktu 8 hari untuk melaksanakan putusan yang 

jika tidak juga dilaksanakan maka dilakukan sita eksekusi.
36

  

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan alasan alasan majelis hakim dalam menjatuhkan 

putusan dalam perkara didasarkan pada dua alasan pokok sebagai berikut: 

                                                           
32 M. Khoidin, Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan, Laks Bank Pressindo, Yogyakarta,  2005, hal. 3 
33Lilik Mulyadi, Op.cit.  h. 27    
34M.Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Op.cit, h. 68-69   
35Pasal 197 ayat (1) HIR Jo Pasal 208 ayat (1) RBg    
36Putusan No. 210/Pdt.Bth/2017/PN Mdn,  h 13  
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1) Terlawan II (Termohon Eksekusi) mempunyai sejumlah uang yang diperlukan untuk melaksanakan 

membayarkan ganti kerugian kepada Terlawan I (pemohon eksekusi) yang berasal dari hasil 

penjualan keempat bidang tanah miliknya tersebut kepada Pelawan (pihak ketiga pembeli objek 

eksekusi) seharga Rp.23.000.000.000. (dua puluh tiga milyar rupiah). Namun, Terlawan II 

(Termohon Eksekusi) dalam kenyataannya, tidak melakukan kewajibannya tersebut, sehingga 

Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terlawan II (Termohon Eksekusi) mengalihkan tanah-tanah 

miliknya tersebut semata-mata dengan maksud untuk menghindari agar tanah-tanah miliknya 

terbebas dari pelaksanaan sita eksekusi. Oleh karena itu menurut Majelis, perbuatan Terlawan II 

(Termohon Eksekusi) yang demikian adalah perbuatan yang tidak beritikad baik. 

2) Perbuatan Terlawan II (Termohon Eksekusi) mengalihkan tanah-tanah miliknya tersebut dilakukan 

dengan itikad tidak baik dan semata-mata dengan maksud agar terbebas dari pelaksanaan sita 

eksekusi, maka peralihan hak yang demikian tidak dapat dibenarkan, apalagi Terlawan II ( 

Termohon Eksekusi ) setelah menerima pembayaran atas tanahnya tersebut tidak melaksanakan 

kewajibannya membayarakan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.1.272.000.000.- (satu milyar 

duaratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga dengan demikian maka perikatan untuk melakukan 

jual beli nomor 11 tanggal 10 Maret 2017 dibuat dengan itikad tidak baik, maka dengan demikian 

Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik.  

3) Perbuatan peralihan hak atas tanah antara Terlawan II (Termohon Eksekusi) dengan Pelawan telah 

melanggar ketentuan Pasal 199 ayat (1) & (2) HIR yang menyatakan larangan bagi pihak yang 

tereksekusi memindahkan atau membebani atau menyewakan barang yang disita terhitung mulai 

jam, hari, bulan dan tahun berita-acara penyitaan itu dimaklumkan pada umum.
37

 

 Berdasarkan alasan alasan majelis tersebut diatas dalam menjatuhkan putusan maka putusan 

majelis hakim atas keabsahan sita eksekusi terhadap objek eksekusi yang dialihkan oleh tereksekusi 

kepada pihak ketiga telah tepat. Dengan demikian telah sah dan mengikat sita eksekusi yang dilaksanakan 

Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sesuai Berita Acara Sita 

Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor:  46/Eks.2015/221/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 18 April 2017 

 Konteks pencapaian kepastian hukum dalam hukum adalah merupakan tugas hukum yang utama 

di samping keadilan. Kepastian hukum tidaklah berarti bahwa untuk seluruh wilayah suatu negara berlaku 

hanya satu peraturan. Unsur kepastian hukum, lebih diarahkan kepada penerapan hukum terhadap setiap 

pencari keadilan atas suatu peristiwa konkret dan putusan hakim tersebut dapat dilaksanakan.
38

 

 Dikaitkan dengan putusan majelis hakim yang menyatakan sah dan mengikat sita eksekusi yang 

dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Medan maka putusan majelis hakim telah memberikan kepastian 

hukum terhadap pemohon eksekusi bahwa eksekusi yang dimohonkan pemohon yang telah 

memenangkan gugatan yang telah inkracht dapat dilaksanakan. Unsur kepastian hukum memberi jaminan 

bahwa hukum itu harus dijalankan sesuai dengan bunyinya sehingga tercipta kepastian hukum. Meskipun 

di satu pihak akan merasa sangat dirugikan tetapi hukum harus dilaksanakan, sebagaimana bunyi asas 

yang mengatakan lex dura set tamen scripta, artinya hukum itu kejam tetapi begitulah bunyinya.
39

  

Pihak ketiga atau pelawan selaku pembeli dalam Akta PPJB yang dirugikan oleh tindakan 

Terlawan II (termohon eksekusi dapat menuntut haknya dengan menggugat Terlawan II (termohon 

eksekusi) atas kerugian yang dialaminya.  

Pasal 1499 KUHPerdata menyatakan: 

Si penjual diwajibkan mengembalikan kepada sipembeli, atau menyuruh mengembalikan oleh orang yang 

memajukan tuntutan penyerahan barang, segala apa yang telah dikeluarkan oleh si pembeli untuk 

pembetulan dan perbaikan yang perlu pada barangnya. Jika penjual dengan itikad buruk telah menjual 

                                                           
37Pasal 197 Herzien Herzien Inlandsch Reglement (HIR) 
38Elisabeth Nurhaini Butar Butar, Asas Ne Bis In Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kajian Putusan No. 

65/PDT.G/2013/PN-RAP, Jurnal Yudisial, Vol.11 No. 1 April 2018, h.37  
39Ibid  
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barang milik orang lain, maka ia diwajibkan mengembalikan kepada sipembeli segala biaya yang telah 

dikeluarkan untuk barangnya, semata-mata untuk perhiasan atau kesenangan.  

 

Pihak ketiga atau pelawan selaku pembeli dalam Akta PPJB yang dirugikan oleh tindakan 

Terlawan II (termohon eksekusi) dapat menuntut pembatalan jual beli tanah tersebut sebagaimana 

ketentuan Pasal 1491 KUHPerdata yang menyataka penjual harus menjamin objek yang dikuasai dijual 

dengan aman tanpa ada intervensi dari pihak manapun, serta perlu dijelaskan terkait hal-hal penting 

tentang objek tersebut agar tidak ada cacat yang disembunyikan yang dapat menerbitkan alasan 

pembatalan jual beli tersebut. 

 Pihak ketiga atau pelawan yang dirugikan selain dapat menuntut termohon eksekusi/penjual tanah, 

juga dapat menuntut notaris yang membuat Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas bidang tanah yang 

sedang diletakkan sita eksekusi tersebut apabila dapat Akta PPJB yang dibuat dihadapan notaris 

terdagradasi menjadi akta dibawah tangan. Menurut Habib Adjie, rumusan Pasal 1868 KUHPerdata 

menegaskan unsur unsur yang harus terpenuhi sehingga suatu akta tersebut adalah yang dimaksud dengan 

akta otentik yaitu:
40

  

1) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang 

Pejabat Umum.  

2) Akta itu harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.  

3) Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai 

wewenang untuk membuat akta tersebut.  

Akta PPJB yang dibuat oleh notaris namun tidak memenuhi unsur Akta Otentik berupa dibuat 

dalam bentuk yang ditentukan undang undang dapat terdegradasi menjadi Akta dibawah tangan yang 

dapat dijadikan alasan pihak dirugikan mengajukan gugatan ganti kerugian, biaya dan bunga kepada 

notaris.  

 

KESIMPULAN 

Pertimbangan majelis hakim terhadap sita eksekusi atas objek eksekusi yang telah beralih kepada 

pihak ketiga (studi putusan PN Medan No: 210/pdt.bth/2017/PN.Mdn) telah tepat menyatakan sah dan 

mengikat sita eksekusi yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 18 

April 2017 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) nomor 

46/Eks.2015/221/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 18 April 2017. Pasal 199 ayat (1) HIR, menjelaskan 

larangan bagi pihak yang tereksekusi memindahkan atau membebani atau menyewakan barang yang 

disita terhitung mulai jam, hari, bulan dan tahun berita-acara penyitaan itu dimaklumkan pada umum. 
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